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Learning ObjectivesLearning Objectives

1. Memahamkan Keuangan Negara, 

2. Memahamkan Dasar hukum keuangan negara dan pelaporan/ akuntansi 
pemerintahan,

3. Memahamkan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara,

4. Memahamkan pengertian sistem Penganggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan Sistem Penganggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) 

5. Memahamkan Pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Negara, Sistem 
Akuntansi Pemerintahan

6. Memahamkan pencarian dan penelusuran sumber bacaan
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Pendahuluan - Manajemen Keuangan NegaraPendahuluan - Manajemen Keuangan Negara

• Diperlukan Manajemen Keuangan Negara (MKN), meliputi:

• Perencanaan (Planning): UU 25/2004

• Pelaksanaan (Organising & Actuating): UU 1/ 2004

• Pengawasan (Controlling): UU 15/ 2004
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SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARASISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Sumber: Modul Diklat Pembentukan Auditor Terampil (http://www.bpkp.go.id)
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Dasar Hukum Keuangan NegaraDasar Hukum Keuangan Negara

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres

• UU 17/ 2003: Keuangan Negara

• UU 1/ 2004: Perbendaharaan Negara

• UU15/ 2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• UU25/ 2004: Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional  membagi dokumen
perencanaan pembangunan nasional

• UU 1/ 2022 mencabut 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah

• PP 6/2023: Penyusunan Rencana Kerja

• PP 71/ 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan

• PP 28/2020: Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• PP 08/2006: Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

• Perpres 29/ 2014: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
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DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)
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• Update 2026 08 25

TERKAITPMK NOMORNo.

Kebijakan Akuntansi100 Tahun 20251

Sistem Akuntansi128 Tahun 20242

Kebijakan Akuntansi57 Tahun 20233

Sistem Akuntansi217/PMK.05/2022 4

Sistem Akuntansi229/PMK.05/2022 5

Sistem Akuntansi232/PMK.05/2022 6

Kebijakan Akuntansi85/PMK.05/2022 7

Kebijakan Akuntansi231/PMK.05/2022 8

Kebijakan Akuntansi22/PMK.05/2022 9

Sistem Akuntansi179/PMK.05/2021 10

Kebijakan Akuntansi221/PMK.05/2020 11

Kebijakan Akuntansi225/PMK.05/2019 12

Sistem Akuntansi83/PMK.05/2018 13

Sistem Akuntansi127/PMK.05/2018 14

Sistem Akuntansi169/PMK.05/2018 15

2



DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)
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• Update 2026 08 25

TERKAITPMK NOMORNo.

Sistem Akuntansi42/PMK.05/2017 16

Sistem Akuntansi153/PMK.05/2017 17

Sistem Akuntansi160/PMK.05/2017 18

Sistem Akuntansi179/PMK.05/2017 19

Keuangan Daerah223/PMK.07/2017 20

Sistem Akuntansi215/PMK.05/2016 21

Sistem Akuntansi218/PMK.05/2016 22

Sistem Akuntansi219/PMK.05/2016 23

Sistem Akuntansi181/PMK.05/2015 24

Sistem Akuntansi209/PMK.05/2015 25

Sistem Akuntansi256/PMK.05/2015 26

Sistem Akuntansi259/PMK.05/2014 27

Sistem Akuntansi260/PMK.05/2014 28

Sistem Akuntansi262/PMK.05/2014 29

Sistem Akuntansi263/PMK.05/2014 30
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DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)
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• Update 2026 08 25

TERKAITPMK NOMORNo.

Sistem Akuntansi264/PMK.05/2014 31

Sistem Akuntansi265/PMK.05/2014 32

Sistem Akuntansi266/PMK.05/2014 33

Sistem Akuntansi271/PMK.05/2014 34

Sistem Akuntansi213/PMK.05/2013 35

Sistem Akuntansi216/PMK.05/2013 36

Sistem Akuntansi217/PMK.05/2013 37

Sistem Akuntansi218/PMK.05/2013 38

Sistem Akuntansi221/PMK.05/2013 39

Kebijakan Akuntansi219/PMK.05/2013 40

Sistem Akuntansi200/PMK.05/2012 41

Sistem Akuntansi225/PMK.011/2012 42

Sistem Akuntansi232/PMK.05/2012 43

Sistem Akuntansi241/PMK.05/2012 44

Sistem Akuntansi248/PMK.05/2012 45
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DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)DAFTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (update)
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• Update 2026 08 25

TERKAITPMK NOMORNo.

Sistem Akuntansi249/PMK.05/2012 46

Sistem Akuntansi190/PMK.05/2011 47

Sistem Akuntansi190/PMK.05/2011 48

Sistem Akuntansi191/PMK.05/2011 49

Sistem Akuntansi230/PMK.05/2011 50

Sistem Akuntansi233/PMK.05/2011 51

Sistem Akuntansi233/PMK.05/2011 52

Sistem Akuntansi234/PMK.05/2011 53

Sistem Akuntansi234/PMK.05/2011 54

Sistem Akuntansi235/PMK.05/2011 55

Sistem Akuntansi235/PMK.05/2011 56

Sistem Akuntansi238/PMK.07/2011 57

Keuangan Daerah04/PMK.07/2011 58

Sistem Akuntansi28/PMK.05/2010 59

Sistem Akuntansi59/PMK.06/2005 60
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Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Keuangan Negara (UU 17/ 2003)
• adalah semua hak dan kewajiban negara

• yang dapat dinilai dengan uang, 

• serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

• yang dapat dijadikan milik negara

• berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Pengelolaan Keuangan Negara (PKN), wewenangnya ada pada Presiden
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Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
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Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
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Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan 
Negara(PKN) - PKN Daerah

Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan 
Negara(PKN) - PKN Daerah

• PKN di daerah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah 
(Gubernur, Bupati, dan Walikota) kepada rakyat melalui DPRD

• Kepala Daerah mengangkat Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA)

• Dilaporkan kepada Presiden/ Pemegang Kekuasaan PKN melalui 
Menteri Dalam Negeri.
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Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan NegaraKekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
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Pendelegasian Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara

Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran

Presiden
(sebagai CEO)

Kepala KPPN

(selaku Kuasa CFO)

Kepala Kantor
(selaku Kuasa COO)

Menteri Keuangan 
(sebagai CFO)

Menteri Teknis 
(sebagai COO)

Pendelegasian kew enangan pelaksanaan program

Pendelegasiankewenanganperbendaharaan
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Teori Keagenan vs Kekuasaan ata Pengelolaan 
Keuangan Negara

Teori Keagenan vs Kekuasaan ata Pengelolaan 
Keuangan Negara

• Hubungan Keagenan

• Pemilik (Principle)  Rakyat (DPR)

• Mendelegasikan wewenang (to hire) PKN

• Manajemen (Agent) Pemerintah
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SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARANSISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
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Perencanaan & Penganggaran
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SISTEM PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGANSISTEM PENGANGGARAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
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Keterkaitan antar siklus. 

Siklus 

Anggaran 2025

Siklus 

Anggaran 2026
Siklus 

Anggaran 2027

Perencanaan 2026
Penetapan 2026

Pelaporan 2016
Pemeriksaan 2016
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Kekuasaan pengelolaan, pertanggung jawaban, & Sistem Akuntansi Pemerintahan

KEUANGAN 

Dilaksanakan

Pelaksana

BENDAHARA

DILAPORKAN/

Dipertanggungjawabkan

UU 17/2003

Keuangan

UU 1/2004

Perbendaharaan

UU 15/2004

Pemeriksaan

Pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan 
Pertanggung jawaban

Pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan 
Pertanggung jawaban
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Pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan 
Pertanggung jawaban

Pelaporan atas Pengelolaan Keuangan Negara dan 
Pertanggung jawaban
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Pertanggung jawaban dan Pelaporan Keuangan

Pelaksana

BENDAHARA
UU 1/2004

Perbendaharaan

PP 8/2006

Pelp. Keuangan 

Sistem Akuntansi
•PMK 217/2022 SAPP

•PMK 171/2007

•PMK 59/2005

PP 71/2010

Standar Akuntansi

LAPORAN

KEUANGAN

• PA

• KPA
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Link Sumber PembelajaranLink Sumber Pembelajaran

1. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

• menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan 

• memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan 
statistik peraturan perundang-undangan

• https://peraturan.go.id

2. JDIH Kementerian Keuangan

• https://jdih.kemenkeu.go.id

3. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

• Buletin Teknis (Bultek)

• https://ksap.org

4. Sumber lainnya
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ReferensiReferensi

• UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

• UU15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

• UU25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional  membagi dokumen
perencanaan pembangunan nasional

• UU 1 Tahun 2022 mencabut 33/2004: Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah

• PP 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja

• PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

• PP 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• PP 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

• Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

• Peraturan Menteri Keuangan Terkait

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Terkait
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